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ABSTRAK 

 

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 43 TAHUN 2018 

TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK  

DI KABUPATEN DOMPU 

 

Oleh : 

VANNI NOVIANA 

618110129 

 

Rena Aminwara 

Hamdi 

 

Penelitian ini membahas tentang efektivitas Peraturan Daerah Nomor 43 

Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten 

Dompu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan  

pencegahan perkawinan serta implementasi pemerintahan daerah dan mengetahui 

kendala/hambatan pada peraturan daerah nomor 43 tahun 2018 tentang 

pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Dompu. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif 

dan empiris. 

 

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 1) Tertuang 

dalam Pasal 4 sampai Pasal 11 Peraturan Daerah No. 43 Tahun 2018 Tentang 

Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Dompu. 2) Didalam 

pelaksanaan Peraturan Daerah masyarakat belum mampu sepenuhnya mencegah 

kasus pernikahan pada usia anak yang ada di Kabupaten Dompu. 3) Kendala  

Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten 

Dompu adalah semakin meningkatnya perkara dispensasi nikah di pengadilan 

dikarenakan banyaknya permohonan dispensasi yang menyatakan bahwa marak 

anak di usia dini yang telah hamil diluar nikah. 

 

 

Kata Kunci: Efektivitas Peraturan Daerah; Pencegahan Perkawinan; Usia Anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia, orang menggunakan istilah nikah atau nikah untuk 

menyebut masalah perkawinan ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, pengertian perkawinan adalah  antara laki-laki dan perempuan 

sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk menciptakan keluarga  yang 

bahagia dan kekal, yaitu ikatan batin dan batin. di luar. Membangun keluarga 

bahagia berdasarkan satu tuhan. Di sisi lain, Pasal 2 Hukum Islam (KHI) 

menyatakan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang sangat kuat (miitsaaqan 

ghalidhon) dan itu adalah ibadah untuk mengikuti perintah Allah dan 

melaksanakannya. 

Dari sudut pandang Islam, pernikahan lebih dari sekedar sipil. 

Pernikahan itu  untuk memenuhi Sunnah Allah dan Sunnah Nabi, dan  

petunjuk Allah dan Nabi terpenuhi. Selain itu, pernikahan harus memiliki 

ketenangan pikiran seumur hidup, bukan hanya sesaat. Oleh karena itu, 

seseorang perlu hati-hati menentukan pilihan pasangan dalam hidup seseorang 

dan melihatnya dari sudut yang berbeda. 

Hukum negara Indonesia  mengatur batas usia untuk menikah. Pasal 2, 

7, dan 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan 

apabila seorang laki-laki mencapai usia 19 tahun dan seorang wanita mencapai 
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usia 19 tahun.
 1

 Kebijakan pemerintah dalam menentukan usia minimal untuk 

menikah tentunya didasarkan pada proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini 

untuk memastikan bahwa kedua belah pihak benar-benar siap dan matang 

secara fisik, psikis dan mental. Demikian pula  dalam pengesahan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, Pasal 26  (1) (c) berkewajiban dan bertanggung 

jawab untuk mencegah perkawinan orang tua sebagai anak.
2
 

Ketentuan mengenai batas usia perkawinan yang dibuat dalam 

penyusunan Pasal 15  (1) didasarkan pada pertimbangan untuk kemaslahatan 

keluarga dan rumah tangga yang telah menikah. Hal ini sejalan dengan asas 

hukum perkawinan bahwa pasangan suami istri harus dewasa baik jasmani 

maupun rohani agar dapat mencapai tujuan perkawinan dengan baik tanpa  

perceraian dan membangun keturunan yang  sehat. Untuk alasan ini, perlu 

untuk mencegah pernikahan antara pasangan di bawah umur. 

Perkawinan anak selesai ketika mereka secara fisik belum siap untuk 

bereproduksi. Selain itu, banyak perkawinan yang dilakukan dengan 

melanggar  Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014 

No. 35. Dengan kata lain, anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun, 

termasuk  yang masih dalam kandungan. Dapat disimpulkan bahwa 

perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan pada usia anak, yaitu 

sebelum anak mencapai usia 18 tahun. Artinya perkawinan di bawah usia  18 

tahun adalah perkawinan anak, karena orang yang berusia di bawah 18 tahun 

                                                 
1
 Pasal 7 ayat 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawínan 

2
 Pasal 26 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlíndungan anak 



3 

 

masih dianggap anak-anak. Selain itu,  Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua 

mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah  perkawinan pada 

saat masih anak-anak. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 diubah, dan Undang-Undang Perkawinan adalah 

kontrak endemik antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan, 

dan berdasarkan ini, keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi adalah 

dibuat. Tujuannya adalah itu. Tuhan Mahakuasa. Hubungan memiliki peran 

dan tanggung jawab  suami istri dengan unsur keintiman, perjumpaan, 

persahabatan, cinta, pemenuhan seksual dan pengasuhan. Pernikahan adalah 

salah satu tahapan terpenting dalam kehidupan. Oleh karena itu, pernikahan 

harus dipersiapkan secara lebih matang, mental, ekonomi, dan  sebagainya. 

Tak ayal berbagai masalah akan terjadi jika tidak dituakan. Masalah terjadi 

baik sebelum dan sesudah pernikahan. Konsep pernikahan  anak adalah salah 

satu isu yang paling penting. Perkawinan anak biasanya terjadi ketika 

pasangan tidak siap secara mental, tetapi juga mempengaruhi kesehatan 

wanita karena dia berakhir dengan perceraian dan menikah di usia muda. 

Menentukan batas usia untuk menikah sangatlah penting. Perkawinan 

membutuhkan kedewasaan biologis dan psikologis, sehingga perkawinan anak 

antara pasangan yang masih di bawah umur harus dicegah. Penetapan usia 

minimum untuk menikah sangat penting karena secara tidak langsung 

mempengaruhi kualitas pernikahan. Keluarga yang baik akan menghasilkan 
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generasi yang lebih baik. Usia  menikah memiliki hubungan yang sangat kuat 

dengan mempertahankan rumah tangga. Status perkawinan antara seseorang 

yang menikah pada usia yang tidak pantas dengan seseorang yang menikah 

pada usia dewasa tentu sangat berbeda. 

Pernikahan dini  remaja kini terjadi tidak hanya  di pedesaan tetapi 

juga di kota-kota besar. Fenomena ini telah menjadi metode dan tren di 

kalangan remaja dengan berbagai motivasi. Banyak orang tua yang ingin 

menikahkan anaknya saat masih kecil, namun saat ini banyak remaja yang 

ingin menikah saat masih muda. Beberapa remaja percaya bahwa pernikahan 

dini dipandang sebagai cara untuk menghindari dosa seperti seks bebas. 

Beberapa orang melakukannya karena mereka sedang hamil. Fenomena ini 

sering terdengar di  masyarakat. Pernikahan adalah ijabqabul, tidak hanya 

menghalalkan apa yang diharamkan, tetapi juga memiliki persiapan moral dan 

material untuk menghadapi kehidupan dan berbagi segala sesuatu dengan 

orang yang dicintai. Lalu bagaimana caranya menikah muda jika kebutuhan 

moral dan materi tidak mencukupi.
3
 

Pernikahan dini memberikan kesempatan bagi  perempuan  untuk 

melahirkan lebih banyak keturunan, terutama jika suami memiliki penghasilan 

yang cukup dan orang tua mampu membiayai pendidikan yang layak. 

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga 

kelangsungan pernikahan. Keberhasilan keluarga sangat tergantung pada 

kematangan emosi suami dan istri. Perkawinan menjadikan status sosial 

                                                 
3
 Latíf Nasarudín, Ílmu Perkawínan Problematíka Seputar Keluarga, (Bandung: Pustaka 

Hídayah, 2001), hal. 22 
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seseorang dalam kehidupan sosial diakui sebagai pasangan suami istri yang 

sah. 

Kabupaten Dompu adalah kabupaten di Nusa Tenggara Barat, 

Indonesia. Ibukotanya adalah Dompu. Kabupaten ini terletak di bagian tengah 

Pulau Sumbawa. Ini mencakup area seluas 2.321,55 km² dan memiliki 

populasi sekitar 239.095. Kabupaten Don berbatasan dengan Kabupaten 

Sumbawa dan Salebay di sebelah barat, Kabupaten Bima di sebelah utara dan 

timur, serta Samudera Hindia di sebelah selatan. Kabupaten Dompu terdiri 

dari delapan kecamatan: Doimpu, W ioja, Hiu’u, Keimpo, Kiilo, Peikat, paijo dian 

Keicamatan ma inggelewa, dengan total 57 desa/kerlahan, 9 kecamatan, 44 desa 

akhir dan 4 persiapan. 

Dalam kebanyakan kasus anda akan melihatnya. Di wilayah 

Kabupaten Dompu, banyaknya perceraian disebabkan karena  perkawinan  

usia muda, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai. Ini adalah 

pernikahan kecil, pesta seks, kecemburuan ekonomi dan  sosial.
4
 Hal  yang 

sama juga terjadi pada Bupati Dompu. Singkatnya, faktor  perkawinan di 

bawah umur adalah faktor ekonomi, sosial, membabi buta, dan budaya.
5
 

Dampak dari pernikahan di bawah umur adalah rentannya masalah keluarga 

yang tidak terkendali yang berujung pada perceraian dan sulitnya memperoleh 

jaminan kesehatan seperti Askes karena tidak memiliki KTP. Di Kabupaten 

Don masih banyak perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak. Dalam hal ini 

                                                 
4
 Muharíl, Perkawínan anak dí Bawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keluarga Sakínah, 

(Skrípsí yang tídak dí publíkasíkan), Fakultas Syar`ah, UÍN, Banda aceh, 2014, hal 46. 
5
 abdullah Faísal, Pandangan Ulama Dayah Terhadap Perníkahan anak usía Díní (Skrípsí 

yang tídak dí publíkasíkan),Fakultas syar`íyah ,UÍN ar-ranírry, 2014, hal 50-51 
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adalah perkawinan dengan seorang anak. Di Kabupaten Don, menurut sensus 

Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017 yang dilakukan oleh Badan Pusat 

Statistik, jumlah pernikahan anak memiliki angka pernikahan anak yang 

mencapai 20,83n setelah Kabupaten Don menerbitkannya. 43, 2018 Statistik 

Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Don Badan Pusat Statistik Angka 

Perkawinan Anak mencapai 21,13%, mengungkapkan bahwa itu adalah salah 

satu kabupaten Statistik Kesejahteraan Rakyat Donp Badan Pusat Statistik 

Kabupaten, Kabupaten Don, yang naik menjadi 21,36% pada tahun 2019 dan 

mencapai 26,07% pada tahun 2020, merupakan salah satu kabupaten dengan 

angka pernikahan  anak tertinggi. Artinya ada peraturan daerah tentang 

pencegahan perkawinan anak di Kabupaten  Dompu.  

Kebijakan pencegahan perkawinan anak sebenarnya telah ditempuh 

oleh Pemprov NTB dengan menerbitkan SK Gubernur NTB No. 

150/1138/Kum tentang Pencegahan Perkawinan Anak, namun selama ini NTB 

Permasalahan perkawinan anak di NTB belum sepenuhnya terselesaikan. Isu 

pernikahan anak di NTB belum terselesaikan karena akar permasalahan 

pernikahan anak di NTB belum menyentuh akar permasalahan yang 

sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan terobosan kebijakan yang lebih luas 

untuk mencegah NTB mencegah anak menikah. 

Pemerintah Provinisi NTB telah menerapkan kebijakan untuk 

mencegah perkawinan anak dengan menerbitkan surat edaran usia kawin, 

namun efektivitas dan penegakan surat edaran tersebut  dibandingkan dengan 

peraturan daerah sebagai salah satu jenis undang-undang yang disetujui adalah 

Pasal 7 undang-undang Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
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Perundang-undangan tersebut tidak memiliki kekuatan yang signifikan. 

Selama ini Pemprov NTB belum memiliki peraturan daerah tentang 

pencegahan pernikahan anak, sehingga diyakini kebijakan pencegahan 

pernikahan anak tidak memiliki landasan hukum yang memadai. Toh, 

kebijakan melarang anak menikah di NTB gagal mencapai hasil  maksimal. 

Isu lain yang menjadi ciri tingginya angka perkawinan anak adalah 

adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang yang 

mengatur usia perkawinan hingga 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun ke 

atas untuk laki-laki, merupakan undang-undang yang serius untuk 

memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyelesaikan 

pernikahan dini yang sebenarnya tidak sesuai dengan perkembangan standar 

kedewasaan manusia  saat ini. . Usia minimum seseorang menyatakan bahwa 

seorang anak adalah 18 tahun, seperti dalam Undang-Undang Perlinduingan 

ainak dian undiang-unidang sistiem periadilan ainak. 

Sebagaimana  diketahui bahwa perkawinan merupakan bentuk bahu-

membahu antara laki-laki dan perempuan untuk memikul beban hidup. Ini 

juga merupakan kontrak cinta dan bantuan antar kelompok, memperkuat 

hubungan antar keluarga. Pernikahan adalah cara sempurna untuk menyadari 

banyak manfaat dari masyarakat.
6
 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

mengangkat judul “Efiektifitas Periaturan Dae irah Nomior 4i3 Tiahun 20i18 

Tenitang Penicegahan Perkiawinan Paida Uisia Aniak Dii Kaibupaten Domipu”. 

                                                 
6
 Wahbah az-Zuhaílí, Fíqíh Íslam wa adílatuhu, (Jakarta: Gema ínsaní, 2011), hal. 40-41. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjelasan di balik penelitian, penulis menyimpulkan 

bahwa masalah utama dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagimaniakah penigaturan penicegahan perka iwinan daliam Peratiuran 

Daierah Noimor 4 i3 Taihun 20i18 te intang Penciegahan Perikawinan P iada Uisia 

Aniak? 

2. Bagiaimanakah imiplementasi pemierintah teirhadap Periaturan Dae irah 

Noiimor 4i3 Taihun 20i18 tentiang Peincegahan Perkawinain Pa ida U isia A inak 

idi Kabiupaten Diompu? 

3. Aipa kenidala/haimbatan piada Peiraturan Daierah Noimor 4i3 Taihun 20 i18 

tentaing Penicegahan Perikawinan Padia Usiia An iak idi Kaibupaten Doimpu? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian    

a. Uintuk mengianalisis penigaturan penicegahan perkaiwinan daliam 

Peratiuran Daierah Noimor 4i3 Taihun 20i18 teintang Penciegahan 

Perikawinan Piada U isia Aniak. 

b. Untuik mengeitahui imiplementasi pemierintah teirhadap Per iaturan 

Daeirah Noiimor 4i3 Taihun 20i18 tentiang Peincegahan Perkawinain Paida 

Uisia Ainak idi Kab iupaten Diompu. 

c. Untiuk mengietahui ken idala/haimbatan p iada Peiraturan Daierah Noimor 

4i3 Taihun 20i18 tentaing Penicegahan Perikawinan Padia Usiia Aniak idi 

Kaibupaten Doimpu 
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2. Manfaat penelitian  

a. Manfaat penelitian secara teoritis  

Hasil kajian yang dilakukan sebagai kontribusi diharapkan dapat 

memberikan wawasan dan gagasan yang bermanfaat tentang efektifitas 

Perda Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak di 

Kabupaten Dompu. 

b. Manfaat penelitian secara praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masyarakat atau tolak ukur 

dalam melaksanakan segala tindakan dan pertimbangan pihak terkait 

yang bertujuan merugikan orang lain. Kabupaten Dompu yang dapat 

menimbulkan permasalahan lingkungan, sosial dan negara.  

D. Orisinalitas Penelitian 

No  Nama dan 

Judul Skripsi 

Rumusan 

Masalah  

Hasil penelitian Perbedaan 

1.  Enggita Sekar 

Munggarani 

Sachlan. 2019. 

Implementasi 

Perlindungan 

Anak dari 

Perkawinan 

Usia Dini di 

Kecamatan 

Sajira 

Kabupaten 

Lebak 

Bagaimana 

pelaksanaan 

perlindungan 

anak dari 

perkawinan 

usia dini? 

 

Hasil dari penelitian ini, 

pelaksanaan perlindungan 

anak untuk pernikahan 

dini disebabkan oleh 

kurangnya pemahaman 

masyarakat tentang 

larangan pernikahan dini 

karena rendahnya tingkat 

pendidikan dan kurangnya 

dana untuk sarana dan 

prasarana dalam proses 

sosialisasi. , Tidak 

berjalan secara optimal. 

Endah Maya Enggita 

Sekar Munggarani 

Sachlan Kajian 

Melindungi Anak Dari 

Pernikahan Dini Tahun 

2018 Perda No 43 

tentang Implementasi 

Pencegahan Pernikahan 

Anak Pernikahan 

memiliki calon 

pengantin di bawah usia 

18 tahun. Implementasi  

juga dilakukan oleh 
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Usulan kepada instansi 

untuk menyebarluaskan 

informasi pernikahan dini  

di desa-desa terpencil di 

setiap kabupaten. 

kantor-kantor kabupaten 

untuk perlindungan 

perempuan dan anak 

bekerja sama dengan 

kantor negara untuk 

perlindungan perempuan 

dan anak dilakukan 

melalui Forum Sekolah 

Perempuan. 

2.  Nurlina.  2018. 

Pencegahan 

Perkawinan Di 

Bawah Umur 

(Analisis 

Terhadap 

Lembaga 

Pelaksana 

Instrumen 

Hukum di Kec. 

Blangkejeren 

Kab. Gayo 

Lues) 

Bagaimanakah 

praktik 

perkawinan di 

bawah umur 

yang di 

lakukan oleh 

masyarakat 

Kec.Blangkeje

ren Islam? 

 

Hasil penyelidikan 

menunjukkan badan 

pelaksana dokumen 

hukum Kec. Blangkejeren 

belum maksimal untuk 

mengatasi praktik 

pernikahan di bawah umur  

karena  faktor orang tua, 

adat istiadat, media massa, 

pesta pora, dan 

pemahaman agama yang  

dangkal. Artinya lembaga 

yang bertanggung jawab 

melakukan perbuatan 

hukum dalam bidang 

kajian ini hanya dapat 

menekan angka 

perkawinan di bawah 

umur. Dari pernyataan di 

atas, kita dapat 

menyimpulkan bahwa kita 

adalah penduduk Kec. 

Kajian Nurlina tentang 

praktik pernikahan di 

bawah umur yang 

dilakukan oleh 

pemerintah kota, Peneliti  

 Perda Nomor  43 Tahun 

2018 tentang 

Pencegahan Perkawinan  

Anak di Provinsi Donp, 

dilakukan oleh faktor 

pandemi, ekonomi, 

budaya, pesta pora, dan 

pemerintah. Tidak ada 

sanksi yang dikenakan 

kepada mereka yang 

terlibat dalam 

perkawinan anak. Oleh 

karena itu, karena faktor-

faktor tersebut, Perda 

Nomor 43 Tahun 2018 

tentang Pencegahan 

Perkawinan Anak di 
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Blankegelen tidak bersifat 

prosedural kecuali jika 

melibatkan lembaga 

negara yang berwenang, 

dan proses pencegahan 

perkawinan di bawah 

umur yang dilakukan oleh 

lembaga yang menerapkan 

sarana hukum adalah 

proses orang tua, tokoh 

adat, Dilakukan tanpa 

dukungan tokoh agama 

dan pemerintah untuk 

mencegah perkawinan 

tersebut. anak di bawah 

umur.  

Provinsi Dompu 

dimaksimalkan melihat 

kinerja pemerintah, 

tetapi Bupati Dompo 

akan meningkat. Hal ini 

disebabkan kurangnya 

kesadaran  masyarakat 

untuk mencegah anak 

menikah. 

3.  Nurul Lailathul 

Khikmah, 2021. 

Pencegahan 

Pernikahan Dini 

Melalui 

Peraturan Desa 

Dalam 

Perspektif 

Hukum Islam 

(Studi di Desa 

Karangsari 

Kecamatan 

Kalimanah 

Kabupaten 

Purbalingga) 

Bagaimanakah 

peran 

Pemerintah 

Desa 

Karangsari 

dalam 

mencegah 

pernikahan 

dini, apakah 

Pemerintah 

Desa 

Karangsari 

sudah 

mengimpleme

ntasikan pasal 

Dari hasil penyelidikan, 

Pemerintah Desa 

Karansari menyimpulkan 

bahwa pihaknya 

memberlakukan Perda 

Desa Karansari Nomor 06 

Tahun 2015 tentang 

perannya dalam 

pencegahan pernikahan 

dini. Dalam  upaya ini, 

peran pemerintah desa 

Karansari adalah 

meningkatkan kinerja 

KPAD, bekerja sama 

antara pemerintah desa, 

Kajian Nurul Lailathul 

Khikmah membahas 

pencegahan pernikahan 

dini dengan peraturan 

desa dari perspektif 

hukum Islam, dan 

Peneliti  

 terlibat dalam Peraturan 

Daerah Nomor 43 Tahun 

2018 tentang 

Pencegahan Perkawinan 

Anak. Peran  pemerintah 

dalam  pencegahan 

pernikahan anak adalah 

dengan memperluas 
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yang telah ia 

buat? 

tokoh agama dan tokoh 

masyarakat, 

mensosialisasikan bahaya 

pernikahan dini dan 

menolak atau menolak 

calon pengantin. Juga 

tidak berarti bahwa dia 

telah mencapai usia 18 

tahun. Usia minimal  

menikah dalam Perda 

Desa Karansari No. 06 

Tahun 2015 sudah sesuai 

dengan prinsip syariat 

Islam. 

kerjasama dengan 

instansi DP3A, KUA dan 

pemerintah kabupaten 

hingga ke tingkat desa 

dan terlibat langsung 

dalam sosialisasi dan 

penyuluhan tentang 

dampak  pernikahan  

anak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Efektivitas 

1. Pengertian Efektivitas 

Kata "efektif" berasal dari bahasa Inggris. Dengan kata lain, 

"efektif" berarti "berhasil" atau "berhasil". Kamus sains populer 

mendefinisikan efek sebagai penerapan, penggunaan,  atau dukungan yang 

tepat dari suatu tujuan. Efektivitas merupakan faktor kunci dalam 

mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi, 

kegiatan, atau program. Hal ini dianggap efektif ketika tujuan  yang 

ditetapkan tercapai.
7
 

Menurut Bastian, efektivitas dapat diartikan sebagai berhasilnya 

mencapai suatu tujuan tertentu. Selain itu, efektivitas adalah hubungan 

antara output dan tujuan, dan efektivitas diukur dengan sejauh mana 

tingkat output atau output kebijakan ditujukan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Selain itu, istilah efektifitas adalah pencapaian suatu 

tujuan atau hasil yang diinginkan, tanpa memperdulikan tenaga, waktu, 

biaya, pikiran, alat, dan faktor lainnya.
8
 

Upaya mengevaluasi  suatu organisasi tentunya dapat dilakukan 

melalui konsep efektivitas. Konsep ini merupakan salah satu faktor yang 

menentukan  perlu tidaknya dilakukan perubahan yang signifikan terhadap 

                                                 
7
 Íga Rosalína, “Efektívítas Program Nasíonal Pemberdayaan Masyarakat Mandírí 

Perkotaan Pada Kelompok Pínjaman Bergulír Dí Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten 

Madetaan”. Jurnal Efektívítas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01. 2012, hal. 3 
8
 Ulum. Íhyaul MD, akuntansí Sektor Publík, Malang: UMM Press, 2004, hal. 294 
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bentuk dan tata kelola suatu organisasi. Dalam hal ini, efektivitas adalah 

mencapai tujuan organisasi Anda dengan efisien menggunakan sumber 

daya yang tersedia dalam hal input, proses, dan output. Dalam hal ini, 

sumber daya dipahami sebagai personel, sarana, ketersediaan infrastruktur, 

serta metode dan model yang digunakan. Kegiatan dikatakan efisien jika 

dilakukan dengan benar dan sesuai  prosedur, tetapi dikatakan efektif jika 

dilakukan dengan benar dan menghasilkan hasil yang bermanfaat.
9
 

Mempertimbangkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa efektivitas adalah suatu kondisi yang dihasilkan dari apa yang 

diinginkan. Misalnya, jika seseorang melakukan tindakan untuk tujuan 

tertentu dan benar-benar menginginkannya, tindakan orang tersebut efektif 

jika hasil yang dicapai sesuai dengan  yang diinginkan dan  direncanakan 

sebelumnya. 

2. Ukuran Efektivitas 

Mengukur efektivitas suatu organisasi bukanlah tugas yang mudah. 

Efektivitas dapat diperiksa dari perspektif yang berbeda, tergantung pada 

siapa yang mengevaluasi dan menafsirkannya. Dari perspektif 

produktivitas,  manajer produksi menyampaikan pemahaman bahwa 

efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (volume produksi) barang dan 

jasa. 

Kemanjuran dapat diukur dengan memeriksa pekerjaan yang 

dilakukan oleh organisasi. Efficacy dapat diukur dengan berhasil tidaknya 

suatu pencapaian tujuan organisasi. Ketika suatu organisasi berhasil 

                                                 
9
 Íga Rosalína, Op. Cít. hal. 4 
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mencapai tujuannya, maka  dapat dikatakan telah beroperasi secara efektif. 

Yang terpenting, efektivitas tidak memberi tahu Anda berapa  biaya yang 

harus dikeluarkan untuk mencapai tujuan itu. Efektivitas hanya 

mempertimbangkan apakah suatu proses  atau kegiatan dalam program 

telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
10

 

Untuk itu, menurut Richard dan M. Steers, perlu diketahui alat-alat 

untuk mengukur efektivitas kinerja. Ini termasuk:
11

 

1) Kemampuan Menyesuaikan Diri  

Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga 

seseorang yang memiliki keterbatasan tidak dapat memenuhi 

kebutuhannya tanpa bekerja sama dengan orang lain. Kunci 

keberhasilan suatu organisasi adalah bekerja sama untuk mencapai 

tujuannya. Setiap orang yang berpartisipasi dalam suatu organisasi 

harus mampu beradaptasi dengan mereka yang bekerja untuknya dan 

mereka yang bekerja untuknya. 

2) Prestasi Kerja  

Prestasi kerja adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk 

melakukan pekerjaan yang ditugaskan berdasarkan kemampuan, 

pengalaman, integritas, dan waktu. Dari pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dengan keterampilan, pengalaman, integritas, dan 

waktu yang dimiliki karyawan, tugas yang diberikan dapat 

dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. 

                                                 
10

 Íbíd, hal. 294 
11

 Ríchard M. Steers, Efektívítas Organísasí, Jakarta: Erlangga. 2015, hal. 46 
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3) Kepuasan Kerja  

Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kegembiraan 

yang dirasakan seseorang tentang perannya dalam organisasi atau 

pekerjaan. Sejauh mana seorang individu puas dengan apa yang sesuai 

untuknya dari berbagai aspek situasi kerja dan organisasi tempat dia 

berada. 

4) Kualitas  

Kualitas layanan atau produk utama yang dihasilkan oleh 

organisasi menentukan efektivitas kinerja organisasi. Kualitas dapat 

mengambil banyak bentuk operasi, terutama ditentukan oleh jenis 

produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. 

5) Penilaian Oleh Pihak Luar  

Organisasi atau unit organisasi dievaluasi oleh mereka 

(individu atau organisasi) di lingkungan organisasi itu sendiri, yaitu 

oleh perujuk organisasi ini. Loyalitas, kepercayaan, dan dukungan 

yang ditunjukkan oleh kelompok-kelompok seperti pejabat dan 

masyarakat umum kepada organisasi. 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas 

Seperti yang ditunjukkan Richard M. Stairs dalam bukunya 

"Efektifitas Organisasi," ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas 

pekerja.
12

 

 

                                                 
12

 Íbíd, hlm. 9 
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a. Karakteristik Organisasi  

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi 

organisasi dan dapat mempengaruhi aspek efektivitas tertentu  dengan 

cara yang berbeda. Struktur adalah hubungan yang relatif tepat yang 

dilihat organisasi sehubungan dengan komposisi bakatnya. Struktur 

mencakup bagaimana  organisasi mengatur karyawannya untuk 

menyelesaikan pekerjaan, tetapi teknologi adalah mekanisme  

organisasi untuk mengubah input mentah menjadi output.  

b. Karakteristik Lingkungan  

Kita juga tahu bahwa aspek lingkungan eksternal dan internal 

mempengaruhi efisiensi kerja. Kedua aspek ini sedikit berbeda, tetapi 

terkait. Lingkungan eksternal adalah semua kekuatan yang terjadi di 

luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan 

dan perilaku dalam organisasi. Tingkat relatif stabilitas lingkungan, 

tingkat kompleksitas lingkungan, dan tingkat ketidakpastian 

lingkungan umumnya dianggap sebagai efek dari faktor-faktor tersebut 

pada dinamika organisasi. Di sisi lain, lingkungan internal, yang biasa 

disebut dengan iklim organisasi, mencakup berbagai atribut 

lingkungan kerja yang berhubungan dengan aspek efektivitas tertentu, 

terutama yang diukur pada tingkat individu. Keberhasilan hubungan 

organisasi dengan lingkungan tampaknya sangat tergantung pada 

tingkat variabel kunci: tingkat prediktabilitas kondisi lingkungan, 

akurasi pengenalan kondisi lingkungan, dan tingkat rasionalitas 
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organisasi meningkat. Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan 

respon organisasi terhadap perubahan lingkungan. 

c. Karakteristik Pekerja  

Padahal, anggota organisasi memiliki pengaruh yang paling 

penting, karena tindakan merekalah yang memfasilitasi atau 

menghambat pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang. 

Perilaku pekerja memiliki dampak yang signifikan terhadap 

pencapaian tujuan suatu perusahaan, karena pekerja merupakan 

sumber daya yang berhubungan langsung  dengan pengelolaan seluruh 

sumber daya yang ada di dalam  organisasi. Teknologi yang digunakan 

sudah matang dan didukung oleh  struktur yang baik, tetapi tidak ada 

gunanya tanpanya, sehingga pekerja adalah aset utama organisasi dan 

berdampak signifikan pada efektivitasnya.  

d. Kebijaksanaan dan Praktek Manajemen  

Secara umum,  pemimpin memainkan peran sentral dalam 

keberhasilan  organisasi dengan merencanakan, mengkoordinasikan, 

dan memfasilitasi kegiatan yang berorientasi pada tujuan. Adalah tugas 

mereka  untuk memastikan bahwa struktur organisasi konsisten dengan 

dan mengembangkan teknologi dan lingkungan yang ada. Ini adalah 

tanggung jawab  pemimpin untuk menetapkan  sistem kompensasi 

yang tepat untuk memungkinkan karyawan mencapai kebutuhan dan 

tujuan individu mereka sambil mengejar tujuan dan sasaran organisasi. 

Peran kepemimpinan ini mungkin  yang paling penting. Ketika proses 
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teknologi menjadi lebih kompleks dan kondisi lingkungan menjadi 

lebih kompleks dan kejam, peran manajemen dalam mengoordinasikan 

orang dan proses untuk keberhasilan perusahaan menjadi lebih penting 

dan juga lebih sulit. 

B. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah 

1. Pengertian Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan 

yang dikeluarkan oleh kepala negara bagian dan provinsi/kota bersama 

Dewan Perwakilan Rakyat  (DPRD) negara bagian dan provinsi/kota di 

bidang penyelenggaraan otonomi daerah dan merupakan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah.
 13

 Perda merupakan wujud nyata  pelaksanaan 

otonomi daerah  oleh pemerintah daerah, dan pada dasarnya perda tersebut 

merupakan penyempurnaan lebih lanjut dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi yang memperhatikan ciri khas daerah masing-

masing. 

Kemandirian dalam otonomi tidak berarti bahwa suatu daerah 

dapat menetapkan atau mengambil keputusan secara independen dari 

sistem hukum nasional. Peraturan perundang-undangan di tingkat daerah 

merupakan bagian integral dari kesatuan sistem hukum nasional. Oleh 

karena itu, tidak boleh ada undang-undang tingkat daerah yang 

                                                 
13

 María Farída Índratí S. Ílmu Perundang-undangan Cet. Ke-7. Yokyakarta: Kanísíus. 2007. 

hal. 202 
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bertentangan dengan undang-undang tingkat yang lebih tinggi  atau untuk 

kepentingan umum.
14

 

Tujuan utama peraturan daerah adalah untuk memperkuat 

masyarakat dan mencapai kemandirian daerah, dan pembentukan 

peraturan daerah antara lain harus didasarkan pada prinsip-prinsip umum 

peraturan perundang-undangan.
 15

 Berdiri untuk kepentingan rakyat, 

melindungi hak asasi manusia, dan sadar akan lingkungan dan budaya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah adalah peraturan 

perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah 

dengan persetujuan kepala daerah. Dengan demikian, peraturan daerah 

merupakan  kewenangan (penugasan) untuk mengatur suatu daerah, dan 

peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pengalihan (pendelegasian) 

kewenangan pengaturan tersebut. Prinsip Dasar Pembuatan Peraturan 

Daerah: 

a. Tranisparansi/keterbu ikaan  

b. Piartisipasi  

c. Kooridinasi dian ketierpaduan 

Selanjutnya rancangan peraturan daerah yang  disetujui bersama 

oleh DPRD dan kepala daerah  disampaikan kepada kepala daerah oleh 

pimpinan DPRD dan ditetapkan sebagai peraturan daerah. Pengajuan 

                                                 
14

 Bagír Manan. Sístem dan Tekník Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tíngkat 

Daerah. Bandung: LPPM Uníversítas Bandung. 1995. hlm. 8 
15

 Rozalí abdullah, S. H. Pelaksanaan Otonomí Luas dengan Pemílíhan Kepala Daerah 

Secara Langsung Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rajagrafíndo Persada. 2005. hlm 131 
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rancangan peraturan daerah harus dilakukan dalam waktu 7 hari sejak 

tanggal kesepakatan bersama. Rancangan peraturan daerah akan diadopsi 

oleh peraturan daerah dengan menandatangani rancangan peraturan daerah 

dalam waktu paling lambat 30 hari.  

Peraturan daerah yang telah disahkan  diundangkan dengan 

pengumuman di surat kabar daerah. Sekretaris daerah mengumumkan 

peraturan daerah di surat kabar daerah. Peraturan daerah harus diterbitkan 

dalam buletin daerah dan kemudian didaftarkan pada pemerintah untuk 

peraturan negara bagian dan pada gubernur untuk peraturan bupati/kota. 

Pengumuman peraturan yang disetujui oleh surat kabar lokal adalah 

pekerjaan administratif kotamadya. Pengumuman peraturan surat kabar 

kabupaten menunjukkan peraturan yang berlaku untuk penegakan, dan 

kota berkewajiban untuk menerapkannya. 

2. Asas-asas Pembentukan Perturan Daerah 

Pasal 5 Pasal 12 Undang-Undang Tahun 2011 mengatur tentang 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang harus 

memuat asas-asas sebagai berikut:
16

 

a. Kejelasan Tujuan  

“Kejelasan tujuan” berarti anda harus memiliki tujuan yang 

jelas agar hukum dapat tercapai.  

 

 

                                                 
16

 Ída Zuraída, Tekník Penyusunan Peraturan Daerah, Sínar Grafíka, Jakarta, 2013, hal. 8-

10. 
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b. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat 

Yang dimaksud dengan asas “lembaga yang sesuai atau 

lembaga pembentuk” berarti bahwa segala bentuk peraturan harus 

dikeluarkan oleh lembaga/otoritas yang berwenang, dicabut karena 

undang-undang atau dikeluarkan oleh lembaga/pegawai yang tidak 

berizin, jika dilakukan dapat dibatalkan.  

c. Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan  

Asas “kesesuaian antara jenis kargo dan entitas kargo” berarti 

bahwa ketika membuat undang-undang, perlu benar-benar 

memperhatikan jenis bahan kargo yang sesuai dengan jenis peraturan 

perundang-undangan.  

d. Dapat Dilaksanakan  

Asas kelayakan berarti bahwa setiap  peraturan perundang-

undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-

undangan dalam masyarakat dari segi filosofis, hukum, dan sosiologis.  

e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan  

Yang dimaksud dengan asas “kesesuaian dan kemudahan 

penggunaan” adalah bahwa segala pembatasan hukum telah ada karena 

benar-benar diperlukan dan berguna untuk mengatur kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Kejelasan Rumusan  

Asas “kejelasan susunan kata” adalah bahwa semua peraturan 

perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, 

sistematisasi, dan pilihan kata dan istilah serta  tidak menimbulkan 
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berbagai jenis sengketa hukum. untuk mengerti. Dalam pelaksanaan 

interpretasi mereka.  

f. Keterbukaan  

Asas “keterbukaan” artinya transparan dan terbuka dalam 

proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari 

perencanaan, penyusunan, penyusunan dan pembahasan. 

Selain itu, Pasal 6 UU Nomor12 tahun 2011 mengatur tentang 

asas-asas yang harus dicantumkan dalam UU:
17

 

a. Asas Pengayoman  

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah semua 

materi yang terkandung dalam peraturan negara harus berperan sebagai 

pelindung dalam proses pembangunan ketentraman masyarakat.  

b. Asas Kemanusiaan  

Yang dimaksud dengan “Prinsip Kemanusiaan” adalah semua 

materi yang dimuat dalam peraturan daerah harus mencerminkan 

perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

c. Asas Kebangsaan  

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa isi 

peraturan daerah harus mencerminkan sifat dan watak multidimensi 

negara Indonesia (keberagaman) dengan tetap mendukung prinsip 

negara kesatuan Republik Indonesia.  

 

 

                                                 
17

 Íbíd., hal. 10-13. 
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d. Asas Kekeluargaan  

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa 

semua peraturan harus mencerminkan isi musyawarah untuk mencapai 

kesepakatan dalam semua keputusan.  

e. Asas Kenusantaraan  

Yang dimaksud dengan “Asas Nusantara” adalah bahwa bahan-

bahan yang terkandung dalam Peraturan Daerah senantiasa 

memperhatikan kepentingan seluruh  Indonesia dan bahan-bahan yang 

terdapat dalam Peraturan Daerah tersebut merupakan bagian dari 

sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. 

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika  

Yang dimaksud dengan "Asas Bhinneka Tunggal Ika" adalah 

bahwa semua materi yang terkandung dalam peraturan daerah 

berkaitan dengan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, 

kondisi daerah dan budaya, terutama masalah kehidupan yang sensitif. 

dipertimbangkan. Negara dan negara. 

g. Asas Keadilan  

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah semua materi 

yang dimuat dalam peraturan daerah, tanpa kecuali, harus 

mencerminkan keadilan  bagi seluruh warga negara.  

h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan  

Apa yang dimaksud dengan “Asas Kesetaraan Hukum dan 

Pemerintah”? Jika materi-materi yang dimuat dalam peraturan daerah 

tersebut memuat persoalan disparitas berbasis latar belakang seperti 
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agama, suku, ras, golongan, jenis kelamin, dan status sosial. tidak 

menjadi.   

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum  

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” 

adalah seluruh isi peraturan daerah dapat menciptakan ketertiban 

dalam masyarakat melalui jaminan  kepastian hukum.  

j. Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan  

Yang dimaksud dengan “Asas Keseimbangan, Kerukunan, dan 

Kerukunan” adalah semua materi yang dimuat dalam Peraturan Daerah 

harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan  keserasian  antara 

kepentingan pribadi dan masyarakat dengan kepentingan negara dan 

negara.  

k. Prinsip-prinsip lain sesuai dengan isi peraturan terkait 

3. Dasar-dasar atau Landasan-landasan dalam Penyusunan Peraturan 

Daerah 

RUU itu juga membutuhkan tiga landaisan. Dasar-dasarnya adalah 

sebagai berikut:
18

 

a. Landasan Filosofis 

Landasan filosofis adalah suatu pernyataan hukum yang harus 

diberikan pembenaran yang dapat diterima apabila dipertimbangkan 

secara filosofis. Pembenaran  harus sejalan dengan cita-cita kebenaran, 

cita-cita keadilan, dan cita-cita martabat. 

 

                                                 
18

 Íbíd., hlm. 14-15 
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b. Landasan Sosiologis 

Lan idasan Sosiologi merupakan peraturan hukum yang harus 

mengikuti kepercayaan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh 

karena itu, hukum yang dibentuk harus tunduk pada “hukum yang 

hidup dalam masyarakat”. 

c. Landasan Yuridis  

Landasan hukum adalah suatu peraturan hukum yang harus 

mempunyai landasan  hukum legalitas yang terdapat dalam peraturan 

lain yang lebih tinggi. 

Selain fundamental di atas, fundamental ekonomi, lingkungan, 

budaya, agama, administrasi dan teknis perencanaan yang tidak boleh 

diabaikan dalam rangka menciptakan peraturan perundang-undangan yang 

baik di semua tingkat pemerintahan.Ada beberapa fundamental yang 

tersedia, antara lain. 

4. Hak-hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah 

Hak dan kewajiban tertentu diatur dalam pelaksanaan misi 

nasional, terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hak-hak daerah 

didasarkan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah 

Daerah.
19

 

a. yang mengatur dan mengendalikan operasi pemerintahnya sendiri.  

b. Pemilihan kepala daerah  

c. Manajemen peralatan daerah  

                                                 
19

 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemeríntahan Daerah 
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d. d. Pengelolaan aset daerah  

e. e. Pemungutan bea masuk dan bea masuk  

f. f. Bagi hasil dari pengelolaan  

g. g sumber daya alam dan sumber daya lainnya  di wilayah tersebut. 

Dapatkan  

h.  jam dengan sumber pendapatan sah lainnya. Memperoleh hak-hak lain 

yang  diatur oleh undang-undang 

Selain hak-hak di atas, pemerintah daerah juga memiliki beberapa 

kewajiban.
20

 

a. Perlindungan masyarakat, persatuan dan kerukunan bangsa, dan 

keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia  

b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat  

c. Pengembangan kehidupan demokrasi  

d. Keadilan dan perwujudan keadilan  

e. Perbaikan dalam pendidikan dasar memberikan  

f. Penyediaan fasilitas  kesehatan  

g. Penyediaan fasilitas sosial dan  umum yang layak  

h. Struktur sistem jaminan sosial  

i. Perencanaan dan Tata Ruang Wilayah  

j. Pengembangan sumber daya produktif di kawasan  

k. Perlindungan lingkungan  

l. Manajemen manajemen kependudukan  

                                                 
20

 abdullah, Rozalí. Pelaksanaan otonomí luas dengan pemílíhan Kepala Daerah Secara 

langsung. Jakarta:PT Raja Grasíndo. 2007. hal. 27 
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m. Pelestarian nilai sosial budaya \  

n. memberlakukan dan menerapkan hukum dan peraturan  sesuai dengan 

kewenangan kami.  

o. Kewajiban lain yang diatur oleh undang-undang 

Hak dan kewajiban pemerintah negara dinyatakan dalam bentuk 

rencana kerja negara, berupa penerimaan, pengeluaran, dan keuangan 

negara yang dikelola dengan sistem pengelolaan keuangan negara. 

Menurut prinsip-prinsip di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara 

efisien, transparan, bertanggung jawab, tertib, adil, patuh dan patuh.
21

 

C. Tinjauan Tentang Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

 Secara etimologis, perkawinan dalam bahasa Arab berarti Nika 

atau Zawaji. Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang 

Arab dan ditemukan dalam Alquran dan hadits nabi. AlNikah memiliki 

arti seperti AlWath`i, AlDhommu, AlTadakhul, Aljam`u, atau "alwath 

aqd" dan berarti persetubuhan, persetubuhan, perkumpulan, pulau, alias.
22

 

Kata nikah memiliki dua arti, secara harfiah (haqiqat) dan  kiasan 

(majaaz). Sebetulnya kata nikah  berarti berkumpul, tetapi secara kiasan 

berarti menandatangani kontrak atau akad nikah.
23

 

Beberapa ahli hukum memberikan berbagai pengertian atau 

definisi dari kata perkawinan, termasuk menurut Soemiyati yang 

                                                 
21

 Íbíd. hal. 30 
22

 Mardaní, Hukum Perkawínan Íslam: dí Dunía Íslam Modern, (Yokyakarta: Graha Ílmu, 

2011), hal. 4 
23

 Lílí Rasjídí, Hukum Perkawínan dan Perceraían dí Malaysía dan Índonesía., 

(Bandung:alumní, 1982), hal. 3 
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merumuskan perkawinan sebagai akad pertunangan antara seorang pria 

dan seorang wanita. Kesepakatan di sini bukan sekedar kesepakatan, tetapi 

kesepakatan sakral untuk memulai sebuah keluarga antara pria dan  

wanita. Pernikahan adalah sakral di sini dari sudut pandang agama. 

Sementara itu, Zahry Hamid menulis: Yang disebut pernikahan secara 

syara` adalah, dalam bahasa tertentu, perjanjian antara wali dan pengantin 

pria (ijab kabul), yang memenuhi rukun dan syarat. Dalam arti luas, 

perkawinan atau perkawinan adalah “perjanjian dalam dan luar negeri 

antara laki-laki dan perempuan secara turun temurun dan dilakukan 

menurut ketentuan hukum Islam.
24

 

Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

untuk mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: “Perkawinan 

bertujuan untuk mencapai dan memantapkan kebahagiaan, sebagai suami 

istri. ikatan antara pria dan wanita. Sebuah keluarga abadi berdasarkan 

satu dan hanya Tuhan. " 

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah suatu akad yang 

menghalalkan suatu persatuan dan membatasi hak, kewajiban, dan tolong 

menolong antara laki-laki dan  perempuan yang tidak berada di antaranya. 

“Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan 

kekal. Suami dan istri masing-masing dapat mengembangkan 
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 abd. Shomad, Hukum Íslam, Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012), hal 180 
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kepribadiannya sendiri untuk membantu dan mencapai kesejahteraan 

spiritual dan material. Kita perlu saling membantu dan melengkapi.
25

 

2. Dasar Hukum Perkawinan 

Dasar hukum perkawinan adalah Al-Qur'an, Arsna, dan Ijumar. 

Akan tetapi, sebagian ulama menyatakan bahwa hukum asal usul adalah 

nikah yang toleran (boleh). Pada dasarnya “perkawinan” adalah suatu akad 

yang melegalkan hubungan seksual dan membatasi hak, kewajiban dan 

dukungan antara pria dan wanita yang sudah menikah. 

Mengenai dasar-dasar hukum perkawinan, AilQur’an suirat ain-Niur 

aiyat 32: “Diain nikahkainlah oirang-oraing yaing miasih meimbujang dii anitara 

kamiu, dian jiuga oraing-oirang yanig laiyak (meniikah) dairi hamibahamba 

sahiayamu yiang laiki-liaki dain pereimpuan. Jikia meireka miiskin, Aillah aikan 

memiberi keimampuan keipada meireka deingan kairunia-Niya. Dian Aillah 

Mahailuas (pemiberian-Nyia), Miaha Menigetahui.”
26

 

Selain apa yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, ada juga hadits nabi 

tentang hukum pernikahan. Artinya, seperti yang dikatakan ahli hadits 

Jammer dan Imam Muslim, "... dan saya seorang wanita yang sudah 

menikah, siapa pun yang saya benci Sunnah, dia tidak termasuk umat 

saya." Hadis lain yang diucapkan oleh Imam Buhari dan Imam Muslim 

Ibnu Abbas:
 27

 Menurut Islam, memiliki keluarga yang baik adalah 
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 Hasballah Thaíb dan Marahalím Harahap, Hukum Keluarga Dalam Syaríat Íslam, 

(Uníversítas al-azhar, 2010), hal. 4 
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 Departemen agama RÍ, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar, 2004), hal. 494 
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 abdul Rahman Ghozalí, Fíqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010), h 15 
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sejahtera karena  orang dapat mencapainya secara spiritual dengan 

memiliki keluarga yang baik. 

Menurut Averroes, hukum pernikahan yang dikutip  Abdul 

Rahman Gozari menjelaskan bahwa kelompok Fukaha, Jumur (mayoritas 

ulama), mengklaim bahwa pernikahan adalah hukum sunnah. Kelompok 

Zhahiriyah mengklaim bahwa pernikahan adalah suatu keharusan. Ulama 

Malik mutaakhkhirin berpendapat bahwa menikah itu wajib bagi sebagian 

orang, sunnah bagi sebagian yang lain, dan boleh bagi golongan lain. 

Ketidaksepakatan ini disebabkan oleh interpretasi formal dari puisi dan 

pernyataan hadits yang terkait dengan subjek ini.
28

 

3. Rukun dan Syarat Nikah 

a. Rukun Nikah 

Rukuin dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum dari 

sudut pandang hukum, terutama berkenaan dengan apakah perbuatan 

itu sah atau tidak. Demikian pula dalam perkawinan yang rukun, syarat 

itu tidak boleh diabaikan dalam arti perkawinan tidak sah jika 

keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Artinya tiang adalah sesuatu 

pada hakikatnya, bagian atau unsur yang dikandungnya, dan keadaan 

berada di luarnya dan bukan unsurnya. Mengenai nikah dan rukun 

nikah, menurut Jumhur Ulama ada lima rukun yang masing-masing 
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memiliki syarat tertentu. Berikut penjelasan rukun-rukun nikah dan 

istilah rukun-rukun tersebut.
29

 

1) Calon suami, syaratnya sebagai berikut:  

a) Muslim  

b) Laki-laki  

c) Orang yang jelas  

d) Setuju  

e) Tidak ada halangan untuk menikah  

2) Calon istri, syarat:  

 a) Muslim  

 b) Wanita  

 c) Orang itu bebas  

 d) Anda dapat meminta persetujuan  

 e) Tidak menikah  

3) Wali nikah, persyaratannya adalah:  

 a) Pria  

 b) Usia legal  

 c) Hak perwalian  

 d) Tidak ada hambatan perwalian  

4) Saksi pernikahan. Persyaratannya adalah sebagai berikut:  

 a) Sedikitnya dua orang laki-laki  

 b) Berada di Ijabkaburu  

                                                 
29

 amír Nuruddín dan azharí akmal Tarígan, Hukum Perdata Íslam dí Índonesía: Studí Krítís 

Perkembangan Hukum Íslam darí Fíkíh, UU No. 16/2019 sampaí KHÍ, (Jakarta: Kencana, 

Cetakan 3, 2006), h. 62 
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 c) Memahami arti akad  

 d) Islam  

 e) Dewasa  

5) Ijabkabul, syarat:  

 a) Akta nikah dari orang tua  

 b) Adanya Surat Pernyataan Penerimaan oleh Calon Pengantin  

 c) Pernikahan, penggunaan kata Tazwizi, atau terjemahan dari dua 

kata   

 d) Lanjutan antara Ijab dan Kabul  

e) Jelas makna antara Ishab dan Kabul  

 f) Tidak ada yang terlibat dalam Islam dan Kabul di Ifram untuk 

haji Mekah atau Umrah  

 g) Setidaknya empat orang harus menghadiri ritual Islam dan 

Kabul, yaitu calon pengantin atau wakilnya, orang perlindungan 

pengantin. 

b. Syarat-syarat Nikah 

Syarat perkawinan merupakan dasar  sahnya perkawinan. Jika 

syarat-syarat itu dipenuhi, maka perkawinan itu sah dan menetapkan 

segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Adapun syarat 

perkawinan  yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 6 UU 2019 adalah 

sebagai berikut.
30

 

1) Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai.  
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2) Untuk menikah, seseorang yang berusia di bawah 21 tahun harus 

mendapat persetujuan orang tuanya.  

3) Jika salah satu dari  orang tua telah meninggal  atau  tidak dapat 

menyatakan niatnya, cukup persetujuan yang diperoleh dari orang 

tua yang masih hidup atau dapat menyatakan niat mereka, seperti 

yang dijelaskan dalam ayat 2 Pasal ini.  

4) Jika orang tua meninggal atau tidak dapat mengungkapkan niatnya, 

mereka akan dapat bertahan dan mengungkapkannya dengan izin 

orang tua, pendukungnya, atau anggota keluarga dekatnya. Akan.  

5) Jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut 

dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau jika satu orang atau lebih  

tidak menyatakan pendapat mereka, pengadilan, ayat 2, 3, dan 4 

pasal ini Setelah pertama kali mendengar pendapat orang yang 

disebut dalam ayat itu, ia berwenang mencari nafkah dan menikah 

atas permintaan orang itu.  

6) Ketentuan-ketentuan ayat 1 sampai 5 Pasal ini berlaku kecuali 

ditentukan lain oleh hukum agama tertentu dan kepercayaan pihak-

pihak yang bersangkutan. 
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D. Tinjauan Tentang Pernikahan Usia Dini 

1. Pengertian Pernikahan Dini 

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 

kerja, di bawah  20  tahun untuk wanita dan di bawah 25  tahun untuk 

pria.
31

 

Perkawinan hanya diperbolehkan ketika seorang pria mencapai 

usia 19 (19 tahun) dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan 

belas) tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Pernikahan 

dini adalah ketika salah satu pasangan berusia di bawah 19 tahun. 

Perkawinan anak di bawah umur, disebut juga perkawinan dini, 

adalah perkawinan yang tidak boleh dituntaskan karena kurangnya 

kemauan fisik dan mental untuk menikah. Atau, pernikahan dini adalah  

ikatan antara dua wanita lawan jenis  dan seorang pria. saya seorang 

remaja untuk tinggal bersama keluarga saya.
32

 Masa remaja merupakan 

masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Perubahan yang 

terjadi Misalnya, gadis 14 mengalami peningkatan darah dada dan 

menstruasi, sedangkan  remaja laki-laki memiliki mimpi basa, 

pengembangan suara, emisi nokturnal, dan  remaja yang tumbuh menjadi 
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remaja, menunjukkan bahwa ia akan tumbuh dewasa nanti. Kedewasaan 

seseorang tidak sama dengan pertumbuhan terutama dipengaruhi oleh 

tingkat kemandirian seorang remaja. Dengan demikian, anak muda saat ini 

sedang tumbuh pada usia  20  atau 21 tahun.
33

 

Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur (,), dimana 

dalam hal ini persiapan  anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal 

baik dari segi mental, psikis bahkan persiapan materil. .. Ketika menikah 

di usia muda, remaja tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang 

pernikahan, keluarga, dan  bagaimana menangani konflik dengan baik. 

Semoga ada pertengkaran dalam keluarga dan pernikahan menjadi tidak 

harmonis. 

2. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini 

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Faktor 

ekonomi, pendidikan  rendah, budaya dan adat istiadat, kehendak bebas 

dan pesta pora. Faktor-faktor di balik pernikahan dini dibahas secara rinci 

di bawah ini. 

a. Faktor Ekonomi 

Kesulitan keuangan menjadi salah satu faktor penyebab 

terjadinya pernikahan dini. Keluarga yang sulit secara finansial 

cenderung menikahkan anak-anak mereka di usia muda. Perkawinan 

ini merupakan solusi atas kesulitan keuangan keluarga, dan melalui 

perkawinan beban keuangan keluarga berkurang dan kesulitan 
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keuangan dapat sedikit teratasi. Selain itu, masalah ekonomi kecil dan 

kemiskinan menghalangi orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak-

anak mereka dan membayar pendidikan sekolah. Mereka memutuskan 

untuk menikahi anak-anak mereka dengan harapan bahwa mereka akan 

bertanggung jawab atas hidup mereka, atau bahwa mereka akan dapat 

menjalani kehidupan  yang lebih baik.
 34

 Oleh karena itu, masalah 

ekonomi dan kemiskinan keluarga menjadi alasan mengapa anak-anak 

menikah dini untuk mengurangi beban keuangan keluarga. 

b. Faktor Pendidikan 

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat dengan 

kejadian pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah 

mempengaruhi kejadian pernikahan  dini, dan semakin rendah 

pendidikan remaja maka semakin besar resiko pernikahan  dini karena 

kurangnya aktivitas sehari-hari dan aktivitas remaja, dan remaja 

menikah dini. Sebaliknya, semakin tinggi pendidikan remaja, semakin 

lama pernikahan akan bertahan, dan akibatnya remaja menghindari 

pernikahan  dini. 
35

 Oleh karena itu, remaja dapat didesak untuk segera 

menikah jika tingkat pendidikannya rendah atau tidak dapat 

melanjutkan sekolah. 
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c. Faktor Orang Tua 

Pernikahan dini juga dapat dipicu oleh pengaruh dan paksaan 

orang tua. Ada beberapa alasan mengapa orang tua menikahkan 

anaknya lebih awal. Karena mereka takut anaknya akan berantakan 

dan berdampak negatif. Orang tua ingin menjaga hubungan dengan 

kerabat dan anak-anak dan membawa anak-anak mereka bersama 

mereka. Kekayaan kerabat mereka tidak jatuh ke tangan orang lain, 

tetapi tetap menjadi milik keluarga. 
36

 Faktor pendidikan orang tua 

juga  berpengaruh signifikan terhadap pernikahan dini, dan semakin 

rendah pendidikan orang tua, semakin besar kemungkinan mereka 

menikahkan anak lebih awal. 

d. Kebiasaan dan Adat Setempat 

Kebiasaan yang diyakini oleh masyarakat tertentu 

meningkatkan angka pernikahan dini. Misalnya, kepercayaan bahwa 

bahkan di bawah usia 18 tahun tidak diperbolehkan untuk menolak 

lamaran kepada anak perempuan karena  dianggap menghina pemohon 

dan orang tua dipimpin oleh anak perempuan. Selain itu, beberapa 

keluarga  memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anak-anaknya di 

usia dini, dan  ini  terus berlanjut, sehingga anak-anak dari keluarga 

tersebut secara otomatis  mengikuti tradisi tersebut.
37

 Dengan 

demikian, adat dan kebiasaan  setempat mempengaruhi kebiasaan 

warga untuk menikah  dini. Alasan mereka menikah  dini adalah 
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karena mereka tidak disebut belum menikah dan orang yang dilamar 

dilarang menolak karena dapat mempersulit pacaran. 

e. Menikah karena kehamilan di luar nikah 

Merebaknya kehamilan di luar nikah akan mendorong mereka 

ke dalam pernikahan dini untuk mengungkapkan kondisi anak yang 

dikandungnya, karena anak tersebut memiliki hubungan yang 

melanggar norma. Perkawinan ini memaksa mereka untuk  menikah 

dan bertanggung jawab atas perannya sebagai suami istri, ayah dan 

ibu, yang berdampak pada penuaan dini karena  belum siap secara fisik 

dan mental. Selain itu,  kehamilan di luar nikah membuat takut orang 

tua, sehingga  orang tua didorong untuk menikahkan anak-anaknya di 

usia muda.
 38

 Oleh karena itu, kehamilan di luar nikah merupakan salah 

satu faktor yang menyebabkan seorang anak menikah di usia muda, 

karena orang tua prihatin dengan persepsi masyarakat sekitar, yang 

memungkinkan orang tua  untuk menutupi aib keluarga dengan anak. 

menikah dini. 

3. Dampak Pernikahan Dini 

Semua perilaku manusia pasti memiliki efek positif atau negatif. 

Seperti halnya pernikahan dini, secara langsung berdampak positif atau 

negatif bagi pelakunya. 
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a. Dampak Ekonomi  

Kaum muda di bawah usia 18 (18 tahun) seringkali kurang 

mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang tepat karena tingkat 

pendidikan mereka yang rendah. Hal ini menyebabkan anak yang 

sudah menikah tetap menjadi tanggung jawab keluarganya, terutama 

orang tua laki-laki (suami). Hal ini menjadi beban ganda bagi orang 

tua, yang harus menghidupi  keluarga baru selain menafkahi keluarga. 

Kondisi ini berlanjut dari  generasi ke generasi dan dari generasi ke 

generasi, yang mengarah pada kemiskinan struktural. 
39

 Oleh karena 

itu, perkawinan yang dilakukan pada usia dini memiliki dampak 

ekonomi. Artinya, suami mungkin tidak dapat mencari pekerjaan, dan 

suami mungkin tidak dapat menghidupi istrinya karena faktor-faktor 

yang menghalanginya untuk mendapatkan pekerjaan karena kurangnya 

pendidikan. Mereka masih membutuhkan banyak dukungan finansial 

dan bantuan dari orang tua dan keluarga mereka dan tidak dapat hidup 

sepenuhnya secara mandiri. 

b. Dampak Kesehatan  

Orang yang menikah muda berisiko untuk bersedia melahirkan 

dan membesarkan anak, dan jika mereka melakukan aborsi, mereka 

berisiko melakukan aborsi yang tidak aman, yang dapat 

membahayakan keselamatan bayi dan ibu mereka.
40
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Jika Anda menikah di usia dini, Anda dapat membahayakan 

wanita. Pada saat hamil dan melahirkan, organ reproduksi belum siap. 

Oleh karena itu, sangat mungkin ibu dan anak akan meninggal saat 

melahirkan. 

c. Dampak Psikologis  

Mereka secara mental tidak siap menghadapi pelaku 

pernikahan di bawah umur. Karena saya ingin bebas pada usia itu, 

pada dasarnya  seperti teman lainnya, pergi ke sekolah dan bekerja 

tanpa mengambil tanggung jawab untuk suami atau anak-anak saya. 

Mereka masih labil dan bisa merasa gelisah dan marah tanpa alasan. 

Pernikahan di usia muda cenderung kontroversial dan diperdebatkan 

karena semua orang ingin pasangannya mengakui keberadaan mereka. 

Juga, semua orang ingin diperhatikan dan dimanjakan, dan jika 

harapan itu tidak terpenuhi, kesalahpahaman mungkin terjadi. 

Pernikahan  dini membutuhkan tanggung jawab dan kesabaran, karena 

masalah keluarga kecil dapat menyebabkan kesalahpahaman, yang 

dapat menyebabkan pertengkaran dan akhirnya bercerai dari pasangan.
 

41
 Oleh karena itu, pernikahan  dini dapat menimbulkan akibat 

psikologis baik bagi suami maupun istri, dan  remaja yang masih 

memiliki pemikiran yang genting dan tidak mampu mengendalikan 

emosinya dapat mengalami konflik  rumah tangga yang dapat berujung 

pada perceraian. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis,  penulis 

menggunakan metode penyelidikan hukum normatif dan empiris, yang  

merupakan kombinasi esensial dari pendekatan hukum normatif dengan  

berbagai elemen empiris yang ditambahkan. Metode investigasi hukum 

normatif biasa disebut dengan investigasi hukum pendidikan atau investigasi 

kepustakaan. Penyelidikan ini disebut penyidikan hukum karena hanya untuk 

peraturan tertulis. Survei ini sangat erat kaitannya dengan perpustakaan 

karena memerlukan data sekunder dari perpustakaan dan mengkaji norma 

hukum. Penelitian hukum empiris adalah  metode penelitian hukum yang 

dirancang untuk melihat hukum dalam arti yang sebenarnya dan mempelajari 

cara kerjanya di  masyarakat. Kajian ini mengkaji manusia dalam konteks 

kehidupannya di masyarakat, sehingga metode studi hukum empiris dapat 

digambarkan sebagai studi hukum sosiologis.42 

B. Pendekatan Penelitian 

Studi ini digunakan untuk menyelidiki masalah, termasuk tiga 

pendekatan:43 

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan hukum adalah kegiatan menyelidiki undang-undang 

yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerjaan yang 

                                                 
42

 Soerjono Soekanto dan Srí Mamudjí, Penelítían Hukum Normatíf Suatu Tínjauan Síngkat, 

Jakarta: Uníversítas Índonesía Press, 2012, hal, 45 
43

 Peter Mahmud Marzukí, Penelítían Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Medía Group, 

2011, hal. 93 



43 

 

bersumber dari undang-undang, buku teks, dokumen, dan sumber 

lainnya.
44

  

2. Pendekatan Kasus (case approach) 

Pendekatan kasus merupakan studi normatif yang bertujuan 

mempelajari norma normatif atau penerapan norma hukum  dalam urusan 

hukum. Pendekatan  ini biasanya digunakan ketika berhasil. Sementara 

kasus-kasus ini memiliki implikasi empiris, studi normatif memeriksa 

kasus-kasus ini untuk memberikan gambaran tentang makna penomoran 

dalam  aturan hukum dalam aturan hukum dan komentar hukum.Dapat 

memberikan hasil analisis yang digunakan.
45

 

3. Pendekatan Sosiologis (Sosiologis approach) 

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang dapat menjelaskan  

hubungan antara hukum dan perilaku sosial, hubungan hukum dengan 

perilaku sosial, dan hubungan hukum antara hukum dengan fakta sosial, 

dengan menggunakan hukum sebagai fenomena sosial. 

C. Jenis dan Sumber Data/Bahan Hukum 

1. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, 

yaitu wawancara  dengan informan dan responden.  

b. Data sekunder adalah data  dari dokumen resmi, laporan, buku, dll. 
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2. Sumber Bahan Hukum 

Data sekunder  terdiri dari kepentingan hukum primer, kepentingan 

hukum sekunder dan kepentingan hukum tersier, yaitu:46 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum utama adalah bahan hukum otoritatif berupa 

peraturan perundang-undangan. Hukum yang berlaku adalah hukum 

yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.  

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

2) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 

3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan 

Daerah 

4) Peraturan Daerah No 43 Tahun 2018 Tentang Pencegahan 

Perkawinan Pada Usia Anak 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Pendapat dan teori hukum  dari bahan perundang-undangan, 

hasil penelitian dari karya ilmiah, dan bahan hukum sekunder berupa 

website yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder pada dasarnya 

digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum 

sekunder membantu studi memahami atau menganalisis bahan hukum 

primer. Yang termasuk bahan hukum sekunder yaitu bahan yang 
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memberikan gambaran tentang bahan hukum primer yang terdiri dari 

buku-buku terkait, jurnal, disertasi, dan karya. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang berisi petunjuk dan 

penjelasan  bahan hukum primer dan sekunder. Terdiri dari kamus 

hukum dan kamus besar bahasa Indonesia. 

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data 

Metode pengumpulan data dan sumber hukum untuk penelitian ini 

meliputi:
47

 

1. Studi Kepustakaan  

Teknik dan alat untuk mengumpulkan bahan hukum. Yaitu dengan 

mencari, mengumpulkan, dan  mengkaji undang-undang, kepustakaan, dan 

pendapat para ulama terkait topik yang dibahas. 

2. Wawancara (intervew) 

Metode dan alat pengumpulan data, pengumpulan menggunakan metode 

wawancara yaitu  komunikasi langsung dengan responden dan informan 

“Wawancara  adalah orang-orang yang percaya bahwa pewawancara 

mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang akurat. Situasi 

hubungan interpersonal pribadi. Pertanyaan penelitian ditujukan kepada 

responden dan informan . 
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E. Analisa Data dan Bahan Hukum  

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, 

yaitu  analisis hukum berdasarkan hasil wawancara dengan bahan pustaka dan 

responden atau informan, kemudian  untuk memperoleh data yang sesuai 

dengan data yang dibutuhkan, dianalisis dan diungkapkan dalam bentuk 

rangkaian kata. atau kalimat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

bertujuan untuk membuat gambaran atau potret suatu masalah melalui pola 

atau masalah. Penulis menerapkan data yang  diperoleh dari hasil penelitian  

lapangan melalui wawancara dan studi pustaka. Serta hasil wawancara 

(praktik lapangan), penulis mengacu pada referensi baik dari buku maupun 

undang-undang. Hasilnya sekarang dapat digunakan sebagai panduan untuk 

menyelesaikan masalah yang diselidiki.
48
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